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ABSTRAK

Pengusahaan panas bumi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014
sebenamya mengikuti tahapan yang hamplr sama dengan Undang-Undang No. 27
Fahun 2003. Dengan demikian, Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 memang
memberikan kemajuan bagi kebijakan pemerintah untuk menyediakan energi yang
lebih baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia namun sayangnya, Undang-Undang
No. 2! Tahun 2014 ini mengalami kemunduran dalam hal penyelenggaraan
konservasi hutan yang fungsi pokoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup
rakvat Indonesia. Dalam hal ini Indonesia mengalami dilema antara pembangunan
dengan lingkungan.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pengaturan geothermal menurut
Undang-Undang Pokok Agraria serta bagaimanakah harmonisasi geothermal
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Harmonisasi geothermal dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi bahwa kegiatan Panas Bumi (geothermal) yang dikategorikan sebagai kegiatan
nenambangan | pertambangan tidak dapat diusahakan di Kawasan Hutan konservasi

arena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Selain i belum adanya pengaturan pengusahaan Panas Bumi (geothermal) untuk
Pemanfaatan Langsung yang komprehensif.
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BAB 1V

PENUTUP

\ Kesimpulan
Berdasarkan pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
ditank kesimpulan sebagai berikut :
| Dalam Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 (UUPA) menjadi dasar bagi
pelaksanaan  hukum  pertanahan di Indonesia. Politik hukum UUPA
diderivasi dari politik hukum Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 Dalam
Pasal 2 ayat (1) UUPA diatur bahwa “atas dasar ketentutan Pasal 33 ayat (3)
UUD bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalmnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara,
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat™. Geothermal (panas bumi)
merupakan bagian dari hukum pertanahan, karena merupakan energi yang

dihasilkan dari kandungan mineral yang ada di dalam tanah yang dalam

pemanfaatannya diatur dan dikuasai oleh negara.
ngan Undang-Undang Nomor 41

(&>

Harmonisasi  geothermal dikaitkan de
Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003
lentang Panas Bumi bahwa kegiatan Panas Bumi (geothermal) yang
dikategorikan scbagai kegiatan penambangan / pertambangan (idak i

arcna tidak sesuai Undang-

diusahakan di K konservasi K

“nda"bl Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kchutanan-
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